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Perlindungan terhadap anak merupakan amanat konstitusi sebagaimana
diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945. Salah satu bentuk
perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana adalah pemberian hak
restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2017. Namun,
dalam praktiknya, pemberian restitusi masih cenderung berbeda antar putusan
hakim karena perbedaan pertimbangan dalam menilai bukti permohonan
restitusi. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah penetapan restitusi
oleh hakim serta untuk menganalisis perbedaan pertimbangan restitusi dalam
dua putusan pengadilan, yaitu Putusan No. 72/Pid.Sus/2023/PN Smp dan
Putusan No. 122/Pid.Sus/2024/PT Gto.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perbandingan (comparative approach), dan bersifat deskriptif,
dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis
bahan hukum secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penetapan Hakim Pengadilan Negeri
Sumenep ketika menolak permohonan restitusi korban mencerminkan
pendekatan hukum formil-administratif dan tidak mencerminkan keadilan bagi
anak korban dengan menilai permohonan tersebut tidak dapat dibuktikan tanpa
dilengkapi bukti lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf b dan ¢ PERMA No. 1 Tahun 2022, padahal dalam kasus ini terdapat
perhitungan restitusi dari LPSK. Sedangkan penetapan Hakim Pengadilan
Tinggi Gorontalo ketika menerima permohonan restitusi korban lebih
berorientasi pada pendekatan hukum responsif dan mencerminkan keadilan
substansif, dengan menilai perhitungan restitusi dari LPSK layak untuk
dipertimbangkan walaupun tidak dilengkapi bukti seperti kuitansi atau bukti
lainnya.

Hakim diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih responsif
untuk memberikan hak restitusi agar anak korban dapat memulihkan kodisinya
pasca peristiwa pidana sehingga dapat tercapainya prinsip kepentingan terbaik
bagi anak.
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